
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH 
PENANGGULA GAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2019-2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu 
isu strategis pembangunan daerah yang perlu ditangani 
secara terarah, terencana dan terpadu serta terukur berbasis 
pemenuhan hak-hak asasi warga miskin; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Pera turan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan 
Kemiskinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-
2023; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentu kan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propin si Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diu bah dengan Undang-Undang omor 4 Tah un 1968 
tentang Pemben tukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) ; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9 . Peraturan Presiden omor 15 Tahun 201 0 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tah u n 2015 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 
2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
ten tang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 ten ta ng Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah abupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

13. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nornor 7); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN 2019-2023 . 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang mem impin pelaksanaan u rusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupeten 
Tas ikmalaya Tahun 2019-2023 adalah dokumen rencana aksi daerah sebagai 
panduan dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang harus 
dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan di Daerah. 

BAB II 
SISTEMATlKA RENCANA AKSI DAERAH 

Pasal2 

Sistematika Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya 2019-2023 meliputi : 

BAB I 
BAB II 

BAB III 
BABIV 

BABV 

PENDAHULUAN. 
GAMBARAN UMUM KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN 
TASIKMALAY A. 

KAJI ULANG KEBIJAKAN PENANGULANGAN KEMISKINAN. 

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019-2023. 
PENUTUP. 

Pasal3 

lsi dan uraian Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PENUTUP 

Pasa14 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Sin gaparna 
pada tanggal 27 Deserober 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

c7 
H. lIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 21 Deserober 2018 

BERlTA DAERAH KABUPATEN TASIKM LAYA TAHUN 2019 NOMOR 43 


